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INTISARI 
 

Semakin sempitnya tanah yang tersedia bagi penduduk menimbulkan 
permasalahan berupa persaingan untuk mendapatkan tempat tinggal. Salah satu upaya 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu menerapkan 
kebijakan untuk memberi arahan pengembangan perumahan. Pengembangan 
perumahan tersebut diwujudkan dengan pembangunan rumah susun yang layak, 
aman, harmonis,  terjangkau secara mandiri dan berkelanjutan dengan dibangunnya 
rumah susun Demangan di Kabupaten Sleman. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang 
bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sleman, dikosentrasikan khusus pada rumah susun Demangan. Dalam penelitian ini 
penulis mengambil tiga sumber data yaitu person, place dan paper. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini dilakukan antara lain melalui wawancara langsung dengan 
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sleman dan perwakilan pemilik satuan rumah susun di rumah susun Demangan. Data 
yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dikelompokkan dan disusun secara 
sistematis dan untuk selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. 

Berdasar penelitian diketahui bahwa proses penerbitan sertipikat Hak Milik 
Satuan Rumah Susun di rumah susun Demangan telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pada lokasi penelitian belum dibentuk Persatuan 
Penghuni Rumah Susun. 

 
Kata Kunci :Implementasi, Undang-Undang, Pemilikan Rumah Susun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi menimbulkan masalah 

tersendiri bagi pembangunan di perkotaan. Dampak langsung yang dihadapi oleh 

pemerintah kota yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi adalah 

semakin sempitnya tanah yang tersedia bagi penduduk, akibatnya persaingan untuk 

mendapatkan tanah tempat tinggal menjadi permasalahan tersendiri. 

Permasalahan kepemilikan tempat tinggal menjadi semakin pelik apabila 

dihadapkan kepada masyarakat tidak mampu yang berpenghasilan rendah. 

Ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal 

menyebabkan timbulnya rumah yang sempit dan kumuh di perkotaan sehingga 

permasalahan sosial mudah sekali muncul. Jika dilihat dari segi kenyamanan maupun 

kesehatan, tempat tinggal tersebut tidak layak huni, tetapi karena kondisi tingkat 

ekonomi yang tidak memungkinkan menyebabkan mereka tetap ada dan bertahan di 

tempat tersebut. Untuk mengatasi permasalahan mengenai pengadaan tempat tinggal, 

pemerintah bermaksud untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat akan hunian yang 

layak dengan tetap memperhatikan penghasilan masyarakat yang masih rendah. 

Kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tempat tinggal yang 

layak dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan. Upaya pemerintah 
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tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) II 2010-2014. 

Salah satu agenda penting dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) adalah upaya percepatan pembangunan infrastruktur  termasuk pembangunan 

perumahan dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat. Upaya pemenuhan kebutuhan 

yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tersebut salah 

satunya ditempuh dengan  pembangunan rumah susun. Dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (UURS), dijelaskan dalam Pasal 3 

huruf a, bahwa penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang 

berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya. 

Yogyakarta sebagai salah satu kota yang berkembang di Indonesia, dapat 

dikatakan memiliki perkembangan jumlah penduduk yang cukup signifikan. 

Perkembangan ini sudah pasti diikuti dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan 

tempat tinggal. Keterbatasan lahan sebagai pemenuhan kebutuhan akan tempat 

tinggal di Kota Yogyakarta menyebabkan masyarakat bergeser  ke arah pinggiran 

kota, salah satunya adalah Kabupaten Sleman. Hal tersebut dikarenakan mobilitas 

untuk ke Kota Yogyakarta relatif lebih dekat dan tingkat perekonomian yang lebih 

menjanjikan. 

Pola migrasi yang terjadi di Kabupaten Sleman mengakibatkan harga tanah di 

wilayah Kabupaten Sleman semakin melambung tinggi. Hal ini berdampak pada 
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keterbatasan akses bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat  memiliki 

tempat tinggal yang layak bagi keberlangsungan penghidupannya. Selain itu, pola 

migrasi yang ada juga berakibat terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan 

kawasan lindung menjadi kawasan non pertanian. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 

untuk mengatasi permasalahan tempat tinggal di Kabupaten Sleman adalah dengan 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan guna memberi arahan pengembangan 

perumahan. Kebijakan dalam Pengembangan perumahan diwujudkan dengan 

dilaksanakannya pembangunan rumah susun yang layak, aman, harmonis, terjangkau 

secara mandiri dan berkelanjutan di kawasan Kabupaten Sleman. 

Pembangunan rumah susun di Kabupaten Sleman diselenggarakan oleh 

beberapa pihak yang salah satunya adalah Badan Usaha Milik Swasta (developer). 

Dalam proses penyelenggaraan pembangunan rumah susun, developer harus 

memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah, di atas mana rumah susun yang 

bersangkutan dibangun. Sebagai pemilik bangunan tersebut, developer harus sudah 

menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sejak sebelum rumah susun 

tersebut dibangun dan dijadikan tempat tinggal. 

Besarnya minat pihak developer/pengembang swasta untuk berpartisipasi 

membangun rumah susun didorong oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kepastian 

hukum atas kepemilikan rumah susun setelah pemerintah mengesahkan UURS yang 

antara lain mengatur mengenai kepemilikan Satuan Rumah Susun (SRS). Kedua, 

adanya peran pemerintah dalam mengkampanyekan agar masyarakat mau tinggal di 
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rumah susun secara tidak langsung akan menguntungkan developer dari segi promosi. 

Ketiga, besarnya  kebutuhan orang asing (ekspatriat) akan tempat tinggal dalam 

jangka panjang dengan memiliki apartemen, sementara saat ini masih harus menginap 

di hotel berbintang.1 

Pengelolaan rumah susun milik di Kabupaten Sleman dalam hal 

peruntukannya telah disesuaikan oleh para developer untuk berbagai keperluan 

komersil. Dimana peruntukan pengelolaan rumah susun milik yang semula untuk 

hunian sebagian dikelola oleh pihak pengelola untuk dijadikan tempat penginapan 

atau hotel. Menyadari kenyataan tersebut, perlu adanya jaminan kepastian hukum atas 

kepemilikan hak atas tanah satuan rumah susun bagi kepentingan pembeli (investor) 

rumah susun milik, termasuk pula bagi kepentingan investor asing yang mungkin 

memiliki keinginan untuk memiliki satuan rumah susun guna tempat tinggal 

sementara mereka. 

Guna mendukung ketegasan dalam pembatasan hak kepemilikan individu dan 

hak bersama sebagai wujud jaminan kepastian hukum, pihak penyelenggara 

pembangunan rumah susun wajib memisahkan rumah susun atas satuan dan bagian 

bersama dalam bentuk gambar dan uraian yang disahkan oleh instansi yang 

berwenang. Pemisahan rumah susun atas satuan dan bagian yang dilakukan harus 

memberi kejelasan atas; (1) Batas satuan yang dapat dipergunakan secara terpisah 

untuk perseorangan; (2) Batas dan uraian atas bagian bersama dan benda bersama 

                                                             
1 Dewan Pengkajian Masalah Perumahan dan Pemukiman Real Estate Indonesia, 1995, Era Baru 

Bisnis Real Estate, Indonesia, Jakarta. 
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yang menjadi haknya masing-masing satuan; (3) Batas dan uraian tanah bersama dan 

besarnya bagian yang menjadi haknya masing-masing satuan.2 

Pertelaan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun tersebut 

merupakan dokumen yang dijadikan dasar dalam permohonan sertipikat hak milik 

atas satuan rumah susun (HMSRS). Pendaftaran sertipikat HMSRS dapat dilakukan 

di Kantor Pertanahan berdasarkan ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku. 

Ketentuan mengenai rumah susun yang berlaku saat pengurusan sertipikat HMSRS 

rumah susun Demangan adalah sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 

Dari uraian penyelenggaraan rumah susun di Kabupaten Sleman tersebut, 

maka calon peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ 

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Terhadap Pemilikan 

Rumah Susun Di Demangan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman, 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas maka 

peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana pelaksanaan proses penerbitan sertipikat HMSRS di Rumah Susun 

Demangan Kabupaten Sleman?” 

                                                             
2 Aristiono Nugroho, 2007, Modul : Hukum Rumah Susun,BPN, STPN Yogyakarta, hlm.23 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada perumusan masalah yang 

akan diteliti, maka peneliti membuat batasan masalah, yaitu mengenai proses 

pelaksanaan sertipikat HMSRS Rumah Susun Demangan dengan disesuaikan 

terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dalam proses penerbitan 

sertipikat HMSRS Rumah Susun Demangan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sleman. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Praktis 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi 

otoritas pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Khususnya di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam proses penerbitan sertipikat 

HMSRS Rumah Susun Demangan berkaitan dengan jaminan kepastian hukum 

pemilikan rumah susun. 
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b. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya  mengenai 

hukum rumah susun. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses 

penerbitan sertipikat HMSRS di rumah susun Demangan telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diketahui dengan dihubungkan 

pada tujuan dalam penelitian yaitu mengenai penerapan Undang-Undang No. 16 

Tahun 1985 tentang Rumah Susun dalam proses penerbitan sertipikat HMSRS rumah 

susun Demangan. Berdasar uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan penelitian 

diketahui bahwa pengaturan mengenai pemilikan unit satuan rumah susun di rumah 

susun Demangan telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 

Perihal implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah 

Susun dalam pembangunan Rumah Susun Demangan, secara garis besar telah dapat 

dikatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, belum terdapat 

adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara spesifik mengenai rumah susun 

dimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah 

Susun, dimana dalam penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Daerah Sleman masih 

menggunakan Perda Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan Gedung 

sebagai acuan mengenai perizinan dalam pembangunan rumah susun Demangan. 
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Selain itu, di rumah susun demangan belum ditemui adanya Persatuan 

Penghuni Rumah Susun (PPRS) sebagaimana telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, dimana keberadaan PPRS sangat penting dalam sebuah Rumah 

Susun, yaitu sebagai koordinator untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik 

dan penghuni yang bersangkutan dengan pemilikan dan penghuniannya. Dimana 

dalam perkembangannya saat ini koordinasi penghuni rumah susun dilaksanakan oleh 

petugas dari pihak pengembang, yaitu dari PT. Metropark Griya Sejahtera 

Development. 

 

B. Saran 

Sehubungan dengan permasalahan mengenai pembangunan rumah susun 

Demangan sebagaimana telah  dijelaskan dalam pembahasan penelitian, penulis 

merumuskan beberapa saran bagi para pihak yang terkait dalam penelitian ini, yang 

antara lain adalah: 

1. Perlu adanya sosialisasi bagi warga penghuni rumah susun, khususnya di 

rumah susun Demangan mengenai pentingnya dilakukan pembentukan 

Persatuan Penghuni Rumah Susun (PPRS) sebagai wadah koordinasi akan 

penggunaan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama di rumah 

susun Demangan pada khususnya. 

2. Perlu adanya pengawasan atau monitoring secara ketat oleh pihak Pemerintah, 

khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menentukan sasaran 

pengguna rumah susun, khususnya rumah susun milik. Sehingga dapat 
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diminimalisir adanya penyalah gunaan atas fungsi utama rumah susun sebagai 

kawasan hunian yang nyaman dan dengan harga yang relative terjangkau yang 

pada umumnya diarahkan bagi masyarakat golongan menengah kebawah. 
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